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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan  
peranannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang 
sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam 
berrorganisasi faktor sumber daya manusia merupakan  masalah utama di 
setiap kegiatan. Karena jika sumber daya manusia yang ada di dalam 
organisasi buruk, maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai sebagaimana 
yang telah direncanakan. Karena peran sumber daya manusia dalam organisasi 
adalah menentukan keberhasilan organisasi. Semua tindakan yang diambil 
dalam  setiap  kegiatan  diprakarsai dan ditentukan oleh manusia yang menjadi 
anggota dalam organisasi, organisasi juga harus menjalankan fungsi sosial 
secara internal dan eksternal untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya 
juga berdampak pada kelangsungan jalannya organisasi. Untuk dapat  
menghasilkan prestasi kerja yang baik, organisasi harus mempunyai 
keunggulan kompetitif yang sangat sulit ditiru oleh organisasi lain, yang 
hanya dapat diperoleh dari pegawai yang inovatif, produktif, kreatif selalu 
bersemangat dan loyal. Hal ini akan berdampak baik pada kualitas layanan 






Pegawai yang memenuhi kriteria seperti itu hanya akan dimiliki 
melalui penerapan konsep dan  teknik manajemen  sumber daya manusia yang 
tepat dengan semangat  kerja yang tinggi serta pemimpin yang efektif dan 
lingkungan kerja yang mendukung. Dalam hal ini kinerja yang dapat 
menghasilkan prestasi kerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu 
kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan 
organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut 
merupakan faktor kunci untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. Tentu 
terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan prestasi kerja pegawai, 
diantaranya adalah menurunnya keinginan pegawai untuk mencapai tujuan 
kerja yang efektif, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan 
sehingga kurang menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari 
lingkungannya, kurangnya kenyamanan bekerja, teman sekantor yang kurang 
kompak, kurangnya motivasi untuk meningkatkan semangat kerja dan tidak 
adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja 
yang baik. Semua itu merupakan sebab menurunnya kinerja pegawai dalam 
bekerja yang akhirnya sulit untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan (Tjiptono, 2006). Definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 





2006). Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 
membandingkan  para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 
terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / 
inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 
diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, 
maka kualitas pelayanan dikatakan baik dan memuaskan, jika jasa yang 
diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dikan sangat 
baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 
yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dikatakan buruk. 
Penilaian  pada kualitas pelayanan dilakukan pada saat memberikan 
pelayanan, yaitu terjadinya kontak antara pelanggan dengan petugas pemberi 
layanan (service contact person). Kualitas pelayanan akan terlihat dari 
kesesuaian pelanggan dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan 
pelanggan tersebut. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang 
dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan 
publik.  
Pelayanan publik merupakan ciri utama dari good governance dimana 
di dalam suatu pemerintahan yang demokratis akan menjalankan kegiatannya 
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat. Dalam LAN RI (2006:6) mengatakan bahwa, salah satu 
kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik dan sudah 





merupakan bentuk pelayanan terhadap warganegara, menuntut instansi 
penyedia pelayanan lebih bertanggungjawab terhadap pelanggannya dan tidak 
hanya sekedar melayani. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi bukanlah 
melayani pelanggan (costumer) tetapi melayani warga negara. 
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan tersebut 
dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai ujung tombak yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan sehingga harus 
dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya karena dapat 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga 
pemerintah harus mencari cara terbaik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Bukti nyata pelayanan yang dapat kita lihat dari instansi pemerintah 
khususnya kabupaten Grobogan dapat menjadi tolok ukur seberapa besar 
tingkat kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Inilah yang 
menjadi masalah untuk di perhatikan  khususnya dalam pelayanan pembuatan 
akta kelahiran. Penelitian ini mengambil bidang kajian tentang pelayanan 
pembuatan akta kelahiran, dilihat dari kinerja pegawai  dalam melaksanakan 
tugasnya, apakah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Salah satu bentuk 
pelayanan publik adalah pelayanan administratif kependudukaan. 
Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan 
pembangunan. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak 





negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap 
keberadaan seseorang di depan hukum. Sekarang ini banyak anak yang tidak 
memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya 
untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak  identitas bagi 
seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-undang pasal 5 No. 23 tahun 
2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 
identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas anak juga ditegaskan 
pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas diri 
setiap anak harus diberikan sejak lahir”, dan ayat (2) “identitas sebagaimana 
maksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Orang tua yang telah 
memiliki anak setelah kelahiran anak mereka maka mereka harus segera 
mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut 
status anak jelas dan terdaftar sebagai warga negara. 
Terjadinya kelalaian dalam pembuatan akta kelahiran dapat disebabkan 
oleh faktor pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang 
tinggal di perkotaan yang mayoritas memiliki pendidikan yang lebih tinggi 
mereka tahu akan manfaat akta kelahiran dibandingkan dengan masyarakat 
yang tinggal dipedesaan mereka menganggap pembuatan akta kelahiran itu 
sulit dan memakan biaya yang mahal. Padahal pemerintah daerah sendiri 
sudah menetapkan tarif retribusi dan denda yang murah agar bisa dijangkau 
oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu informasi yang 
diperoleh mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran di pedesaanpun cukup 





kelahiran agar tidak direpotkan, tidak menutup kemungkinan penggunaan calo 
juga terjadi di perkotaan. Walaupun pemerintah daerah telah menetapkan 
denda kepada anak yang terlambat dalam pembuatan akta kelahiran, namun 
para orang tua masih lalai untuk membuat akta kelahiran. Denda yang 
diberikan kepada masyarakat tidak terlalu berat. Batas keterlambatan 
pelaporan 60 hari s/d 1 tahun dikenakan biaya Rp. 15.000, peraturan ini 
berdasarkan Perda Grobogan No.06 2014. Namun menurut Bapak Sukiswanto 
Kepala Seksi Akta Kelahiran denda itu sudah dihapuskan pada bulan oktober 
2017 dan diberlakukan mulai bulan November 2017 dengan turunnya Surat 
Keputusan Bupati Grobogan Nomor 470/392/2017 tentang pembebasan biaya 
denda administrasi terhadap keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan 
pelaporan peristiwa kependudukan tahun 2017. 
Oleh karena itu dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan 
kependudukan ditangani oleh suatu dinas dimana dinas tersebut memberikan 
semua bentuk pelayanan mengenai kependudukan itu sendiri, dinas tersebut 
yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun masih terdapat 
permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Grobogan berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah (1) Seketariat, 
yang mana kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) secara kualitas dan 
kuantitasnya, pengelolaan aset yang sangat kurang maksimal, kurangnya 
Perda yang mengatur Dispendukcapil dan penataan SDM yang kurang 





sama dengan sekretariat, kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas dan 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. 
(3) Bidang Pencatatan Sipil, pada bidang ini juga mengalami permasalahan 
yang sama dengan bidang seketariat dan pendaftaran penduduk, kurangnya 
SDM secara kualitas dan kuantitas dan ditambah lagi kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting seperti surat kelahiran, surat 
kematian, surat perkawinan dan surat perceraian. (4) Bidang Pengelolaan 
Sistem Informasi Kependudukan permasalahan yang terjadi pada bidang ini 
adalah kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas, kurangnya sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan SIAK (Jaringan, server, komputer) 
dan ketidaktepatan waktu pengiriman persemester oleh Kementerian Dalam 
Negeri dalam mengkonsolidasikan dan membersihkan database 
kependudukan. 
Kualitas pegawai dapat diukur salah satunya dengan latar belakang 
pendidikan yang dimiliki. Berikut peneliti uraikan riwayat pendidikan pegawai 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan: 
   Tabel 1.1 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 
No Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah 
L P 
1 Pasca Sarjana / S2 4 5 9 
2 Sarjana / S1 19 7 26 
3 Diploma III 5 1 6 
4 SLTA 13 12 25 
5 SLTP  2 2 
Jumlah 58 





Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan  Sipil Kabupaten Grobogan  memiliki 58 pegawai dengan 
spesifikasi pendidikan dari jenjang S2 sampai SLTP dimana riwayat 
pendidikan pegawai terbanyak adalah lulusan SLTA sejumlah 25. Berikut 
Data Jumlah Pendaftar Pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2017. 
Tabel 1.2 
Pendaftar Pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2017 
No. Bulan Jumlah Pendaftar Jumlah Pendaftar yang 
terlambat 
1. Januari 3.188 1.691 
2. Februari 2.683 1.412 
3. Maret 2.893 1.420 
4. April 2.730 1.131 
5. Mei 3.271 1.460 
6. Juni 2.564 1.114 
7. Juli 3.882 1.947 
8. Agustus 3.223 1.457 
9. September 3.241 1.712 
10. Oktober 3.228 1.581 
11. November 2.969 1.478 
12. Desember 2.558 1.182 
JUMLAH 36.430 17.585 
 
Dari tabel 1.2 diketahui bahwa 17.585 dari  36.430 pendaftar terlambat 
membuat akta kelahiran, pendaftar yang dikatakan terlambat adalah seseorang 
yang membuat akta kelahiran saat usia lebih dari 60 hari. Pada Tahun 2013 
sampai dengan tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Grobogan mentargetkan Renstra SKPD kepada pegawai beserta 







Tabel 1.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 





Satuan Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Kepemilikan 
Akta Kelahiran 
(%) 56 60 63 67 70 23,10 23,41 23,86 55,45 47,09 
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Grobogan) 
Dari uraian table 1.3 ,dapat diketahui bahwa realisasi capaian masih 
jauh dari target renstra SKPD, kemudian pada tabel 1.2 lebih dari 50% 
penduduk di kabupaten Grobogan terlambat membuat akta kelahiran , oleh 
karena itu peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih 
dalam mengenai pelayanan administrasi akta kelahiran kependudukan pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, maka 
peneliti tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kinerja 
Pegawai Terhadap  Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Grobogan” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dalam penelitian 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Adakah Pengaruh Kinerja 
Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas 





C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Operasional  
a. Menguji adakah pengaruh kinerja pegawai terhadap  kualitas 
pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan 
Pencatatan sipil grobogan. 
b. Mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja pegawai terhadap  
kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan 
dan Pencatatan sipil Grobogan 
2. Tujuan Fungsional  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Grobogan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pelayanan publik. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.  
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan 
mengembangkan Ilmu Administrasi Negara dan dijadikan sebagai 
masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah dan juga 






2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran atau informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
penyempurnaan dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan 
pembuatan akta kelahiran. 
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